FERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3  TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJAD| KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Menimbang :

Mengingat

w

DAERAH KABUPATEN JEPARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan
dasrah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah daerah diharuskan
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan ;

. bahwa agar penyelengggaraan urusan pemerintahan yang bersifat

wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan
optimal, maka urusan pemerintahan tersebut perlu dikelola
dengan sebaik-baiknya,

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, periu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Jepara.

;1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daesrah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Feraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



3. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Republlk Indonesia
Nomor 4437) sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Momor 58, Tambahan lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomar 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemernntahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA,
dan
BUPATI JEFARA

MEMUTUSKAN :
Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAMN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA,
BAB |
KETENTUAN LUMLUIM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Permerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
system dan prinsip Negara Kesatuan Repulik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan dasrah;



(1)

(2}

Bupati adalah Bupati Jepara;

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan danfatau urusan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayanl, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;

Urusan pemerintahan wajib  adalah urusan pemerintahan yang waijib
dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup,
perhubungan, kependudukan dan sejenisnya;

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan
gleh pemerintahan daerah untuk diselengggarakan yang terkait dengan upaya
mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan Daerah.

BAB Il
LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pazal 2

Urusan Pemerintahan Daerah terdii atas urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi .

Pendidkan;
Kesehatan;
Lingkungan hidup;
Pekerjaan umum;
Penataan ruang;
Perencanaan pembangunan;
Perumahan;
Kepemudaan dan olah raga,
Penanaman modal;
Koperasi dan usaha Kecil dan menengah;,
Kependudukan dan catatan sipil;
Ketenagakerjaan;

. Ketahanan pangan;
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
Perhubungan;
Komunikasi dan informatika;
Partanahan;
Kesatuan bangsa dan politik dalam negen;
Ctonomi  daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa;
Sosial;
Kebudayaan;
Statistik,
Kearsipan; dan
Perpustakaan;
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Pasal 3

(1) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada, berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan
potensi unggulan daerah.

(2) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput; :
Kelautan dan perikanan;

Pertanian;

Kehutanan;

Energi dan sumber daya mineral,

Pariwisata;

Industri;

Perdagangan; dan

Ketransmigrasian.

sampan o

Pasal 4

Rincian Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAE I
URUSAN PEMERINTAHAN SISA
Pazal 5

{1} Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang penentuannya
menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

(2) Dalam hal Pemerintahan Daerah yang akan menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdebih dahulu
mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk

mendapatkan penetapannya,

(3) Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) berpedoman pada nomna, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 6
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan  daerah  yang menjadi
kewenangannya, Dasrah dapat .
a. Menyelenggarakan sendiri; atau

b. Menugaskan dan atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan,



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 8
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Jepara {Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Momar 7}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9
Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 P 20ch

,.-\\-.._.EUPAH JEPARR,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 2% ﬂu?a o0H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

~H/

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR %



PENJELASAN
ATAS

FERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR < TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA

umMumM

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Namdr 12 Tahun 2008, Pemerintah Daesrah diharuskan untuk mengatur
dan mengurus urusan Pemerintahan tersebut berdasarkan asas otonomi daerah
dan lugas pembantuan. QOleh karena iy, agar penyelenggaraan urusan
pemerintaban yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan
sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintahan Momor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dasrah Kabupaten/Kota, dapat terlaksana
secara efektif, efisien dan optimal, maka urusan pemerintahan tersebut perlu
dikelola dengan sebaik-baiknya,

Sementara itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
ditegaskan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan
perfimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, yaitu urusan
pemerintahan yang bersifat waljib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan.
Qleh karena itu, untuk memberikan landasan hukum bagi penyusunan
Rancangan Perda tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Perangkat
Daerah, perlu disusun Peraturan Daergh Kabupaten Jepara yang mengatur
mengenai urusan pemerintahan wajib dan urusan psmerintahan pilihan yang
menjadi kewenangan Daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas



Pasal B
Cukup jalas

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR £



